BAB I

PANDANGAN UMUM DEMOKRASI

A. Pengertian dan Sgarah Demokrasi
1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah prinsip dasar tata kehidupan sranakat, baik
dalam interaksi sesama komponen masyarakat mauparaanasyarakat
dengan pemerintahan / negara. Dalam rangka mewagudkasyarakat
sipil atau masyarakat madani, demokrasi adalahyarais mutlak. Sejak
lengsernya pemerintahan orde baru di tahun 19980kiesi menjadi
kosakata umum bagi siapa saja untuk menyatakarapahdari kalangan
Cendikiawan hingga kalangan awam. Secara Etimol6demokrasi”
terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa njunyaitu demosyang
berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, aatein ataucratos yang
berarti kekuasaan atau kedaulatan, jadi kata dexsipkremiliki arti suatu
system pemerintahan dari, oleh , dan untuk rakyat.

Secara terminologi para ahli memiliki beberapa peinn
diantaranya: Joseph A. Schumeter mengatakan baldeaokrasi
merupakan suatu perencanaan institusi untuk menkepatusan politik
di mana individu-individu memperoleh kekuasaan kmhemutuskan cara

perjuangan kompetitif atas suara rakyaSedangkan Sidney Hook

'Georg SorenseMemokrasi and Demokratization: Processed and Praispie a Changing
Word, Trj. I. Made Krisna, Demokrasi dan Demokratisdgioses dan Prospek Dalam Sebuah
Dunia yang Sedang Berubah , Yogyakarta : PustalegaP,e2003, him. 15
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berpendapat bahwa Demokrasi adalah bentuk pem@imtadimana
keputusan-keputusan pemerintah yang penting sémagaung dan tidak
langsung didasarkan kepada kesepakatan mayormgsdyerikan secara
bebas dari rakyat dewa$aDan Hendri B. Mayo juga menyatakan
demokrasi adalah sebagai sistem politik merupakeaiussistem yang
menunjukkan bahwa kebijakan umum di tentukan atesardmayoritas
rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang beadean atas prinsip
kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suadanaminnya
kebebasan politik.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkbwdahakikat
demokrasi adalah rakyat sebagai peran utamanyendatases sosial dan
politik, dengan kata lain pemerintahan berada digaa rakyat.yang
mengandung pengertian tiga hal : pemerintah deyatagoverment of the
peoplg; dan pemerintahan oleh raky@overment by the peopjedan
pemerintahan untuk rakyagdqverment for the peoplang ketiganya
dijelaskan sebagai berikut .

Pertama,pemerintahan dari rakyat mengandung pengertiawdah
suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemennigng mendapat
pengakuan dan dukungan oleh mayoritas rakyat melakkanisme
demokrasi . pengakuan dan dukungan rakyat bagu sp@merintahan

sangatlah penting, karena dengan legitimasi potiéilsebut pemerintah

2A. Ubaidillah, et al,Pendikan Kewarganegaraan (civil education) Demokrhigk Asasi
Manusia, dan Masyarakat Madariakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah , 2000, hi3®.

3Moh. Mahfud.MD,Demokrasi dan Konstitusi di Indonesi#akarta: Rhineka Cipta , 2003,
him. 19.
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dapat menjalankan roda birokrasi dan program-progya sebagai wujud
dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.

Kedug pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian balswatu
pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nargat,rddtikan atas
dorongan pribadi elite negara atau elite birokr&slain pengertian ini,
unsure kedua ini mengandung pengertian bahwa baloakam
menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada daagawasan rakyat
(social contro). Pengawasan dapat dilakukan secara langsungakght
maupun tidak langsung melalui para wakilnya di gragn. Dengan
adanya pengawasan para wakil rakyat di parlemensawtoritarianisme
dari para penyelenggara dapat dihindari.

Ketiga pemerintah untuk rakyat mengandung pengertiarwaah
kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pert@ran harus
dijadikan untuk kepentingan rakyat. Kepentinganyaakumum harus
dijadikan sebagai landasan utama kebijakan sebeatenqntahan yang
demokratis’.

Jadi suatu sistem menganut faham Demokrasi apadata
pemimpin atau wakil rakyat dipilih langsung olelkyat dewasa melalui
pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsumgimy bebas dan
rahasia, berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kear. Yang mana dalam
pelaksanaannya para calon bebas bersaing untuk enelelp suara dan

semua penduduk yang telah memiliki hak pilih berhakemberikan

“A. Ubaidillah,et al, op.cit him. 40.
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suaranya dan dijamin oleh negara melalui undangwggang dijalankan
secara adif’
2. Sejarah demokrasi

Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunamo tentang
hubungan Negara dan hukum, yang dipraktikan arddad ke-6 sm
sampai abad ke-4 m. demokrasi pada waktu itu berkedemokrasi
langsung, yaitu hak rakyat untuk membuat keputysditik di jalankan
secara langsung oleh seluruh warga Negara berdasapkosedur
mayoritas. °

Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efdkdifena
berlangsung dalam kondisi sederhana dan dilaksandkiam wilayah
yang terbatas, serta jumlah penduduk sedikit, ya@&ngan jumlah tidak
lebih dari 300.000 orang. lagi pula ketentuaan+keten demokrasi
dilaksanakan oleh kalangan kalangan tertentu (Wseggmra Resmi) yang
hanya merupakan bagian kecil dari jumlah pendudekiangkan untuk
mayoritas penduduk yang terdiri dari budak beliam gpgedagang asing,
demokrasi tidak berlaku! .

Gagasan Demokrasi Yunani kuno boleh dikatakan dildari
muka dunia Barat ketika bangsa-bangsa Romawi dikata oleh suku
bangsa Eropa Barat dan benua Eropa. Memasukimdtehgahan (600-

1400) Masyarakat abad ini berubah menjadi masyafa&dal; kehidupan

®Budi Suryadi,Sosiologi Politik: Sejarah, Konsep, dan Perkembaniansep Jogjakarta:
IRCiSoD, 2007, him. 102

°A Ubaidillah, ,et al., loc.cit, him. 44

"Miriam Budiharjq Dasar-dasar llmu PolitikJakarta: Gramedia, 1982, him.54.
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sosial dan spiritualnya dikuasai oleh Paus danbpéjaejabat agama,
sedangkan kehidupan politiknya diwarnai dengan pdgas kekuasaan
dikalangan para bangsawan.dengan demikian masyaraizad
pertengahan terbelenggu oleh kekuasaan feodal@larakaan pemimpin-
pemimpin agama, sehingga tenggelam dengan apadjaelgut sebagai
masa kegelaparf kendati begitu pada abad pertengahan ada sesargu y
penting berkenaan dengan demokrasi, yaitu lahimhgiumen Magna
charta (piagam besar), suatu piagam yang berisikan semaeajanjian
antara beberapa bangsawan dan raja Jhon Locke temdjan salah
satunya berisikan bahwa raja harus mengakui hakbaaigsawan dan
bangsawan memberikan dana untuk kepentingan bixyeenntahan dan
perang’ Dengan lahirnya piagam ini dapat dikatakan seb#afdinya
tonggak baru bagi perkembangan demokrasi, ketidalt berlaku bagi
rakyat jelata, sebab dari piagam tersebut terhldainya dua prinsip dasar;
pertamakekuasaan raja harus dibatasgdua, hak asasi manusia lebih
penting dari pada kedaulatan rdfa.

Momentum lainnya yang menandai kemunculan demokdasi
Negara-negara eropa adalah adanya gerakan pencé@mmassancejlan
reformasi. Renessainceadalah aliran yang menghidupkan kembali minat
kepada kesusastraan dan kebudayaan yunani kuno selama abad

pertengahan telah disisinkan. Aliran ini membelaokkzerhatian yang

8Ni'matul Huda,Hukum Tata Negara Indonesidakarta: Raja Grafindo Indonesia, him.
240.

®Muchtar Pakpahan)mu Negara dan Politik Jakarta: Bumi Intitarma Sejahtera, 20086,
him. 145.

¥Moh. Mahfud,op.cit him. 21.
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tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan+tuksagamaan kearah
soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnyandpngan-
pandangan batt

Gerakan reformasi merupakan penyebab lain kemlzalirgdisi
demokrasi di Barat, yang sempat tenggelam pada aleattngahan.
Gerakan reformasi adalah gerakan revolusi aganeaogia pada abad ke-
16. tujuan dari gerakan ini merupakan gerakan [labakeadaaan
terhadap kebekuan doktrin geréfaatau aliran yang melahirkan
kebebasan beragama, dan pemisahan tegas antgea dgrgan Negara.
gerakan ini mendapat banyak pengikut di eropa paegerti Jerman,
Swiss dan lain-lainnya.kedua aliran inilah yang gatarkan Eropa Barat
untuk mengalami masaufklarung(abad pemikiran) dan liberalisme atau
rasionalisme pada 1650-186d.

Dalam masa-masa itu, gagasan dan gerakan demakeasgpakan
suatu ciri yang penting, sekalipun bukan yang utadad Inggris. Pada 14
januari 1638, warga kota Hartford dan kota-kotaarigga dekat
menyetujui the fundamental orders of Connecticaébuah konstitusi
tertulis pertama dari demokrasi modern. Dan, pd&89 1terbentulbill of
right, (undang-undang hak). Dalam undang undang ini raggrls
mengakui hak-hak politik rakyat secara umum, yargiputi hak atas

kebebasan, kebersamaan, dan hak menyatakan pendapgan adanya

" Miriam Budiharjq op.cit him. 55
12 A Ubaidillah, loc.cit, him. 45
13Ni'matul Huda op.cit him. 240.
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dokumen politik tersebut. Yaitmmagna chartadanbill of right, maka jalan
menuju demokrasi barat semakin terbuka.

Apalagi, dalam masa itu, pemikiran-pemikiran deratikr juga
juga semakin bermunculan. Tokoh- tokohnya antama, l3hon Locke
(1632-1704) dari Inggris mengemukakan ide tentaogstitusi Negara,
liberalisme, dan dan pemisahan kekuasaan legis|ataksekutif, dan
lembaga federal, hak-hak politik yang mencakupategthak atas hidup,
atas kebebasan untuk mempunyai milite (iberty and property. Ide-ide
ini disempurnakan oleh baron de montes quiene (168%) yang
mengemukakan idenya tentang pemisahan kekuasaara gegas antara
legislative ,eksekutif, dan yudikatif.yang konsepngirumuskan dalam
trias politica. Ide ide kedua tokoh ini kemudiatadibah ide Jean-Jacques
Reouseu (1712-1778) yang memperkenalkan tentaraylaen rakyat*

Kebebasan berfikir dan liberalisme ini membuka rjalantuk
memperluas gagasan di bidang politik, yang mentkaesiteori kontrak
social gocial contract. Ada beberapa gagasan yang mendasari kontrak
social yang dikemukakan oleh para tokoh abad paheerPertama
pertama, kedaulatan bukan sesuatu yakgn for grantedian berasal dari
Tuhan. Kedaulatan atau kekuasaan adalah produkgpesjanjian social
antara individu dengan penguasa, karena itu sepgaubersifat secular.
Kedua bahwa dunia dikuasai oleh hukum dari alamatgre) yang

mengandung prinsip-prinsip keadilan yang univergahg berlaku untuk

Y dris Thaha,Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholis Matidan Amien Raijs,
Bandung: Mizan Publika, 2005, him. 24.
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semua waktu dan semua manusia, baik raja,bangsamaupun rakyat.
Ketiga karena kedaulatan negara berasal dari individky#t®, maka hak-
hak mereka harus mendapat jaminan yang meliputihaksipil ¢ivil
right) dan hak-hak politikolitical right). Dan,keempatperlunya control
kekuasaan, agar penguasa negara tidak menyalatkkagukakuasaanya
yang berasal dari rakyat.

Ide-ide dan pemikir-pemikir  politik,khususnya menge
demokrasi, yang dikemukakan oleh para tokoh perdikatas mendorong
dan mempengaruhi percepatan lahirnya revolusi Aw@€fi774-1783) dan
revolusi Prancis (1786). pemikiran politik John keamisalnya, menjadi
acuan dan panduan bagi rakyat Amerika pada saatkmenelakukan
pemberontakan terhadap penguasa Inggris, amenkatspun merdeka
pada 4 juli 1776. adapun pemikir Jean-Jascquesaaumenjadi inspirasi
rakyat prancis untuk memulai revolusi dan merekapenasil merdek&

Sebagai akibat dari pergolakan yang tersebut dia@ds maka
pada akhir abad ka-19 gagasan mengenai demokradampet wujud yang
kongkrit sebagai program dan system politik. Deraskpada tahap ini
semata-mata bersifat politis dan mendasarkan diriayas asas-asas
kemerdekaan individu, kesamaan Hakual right) serta hak pilih untuk
semua warga Nega(aniversal suffrige)*’

Dalam masa-masa itu, demokrasi tidak lagi berddaigsung,

tetapi demokrasi berdasarkan perwakil@epresentative democracy)

>Miriam Budiharjq loc.cit, him.55
18dris Thahaloc.cit, him. 26.
" Miriam Budiharjo,loc.cit, him. 56 .
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Yang dimaksud Demokrasi perwakilan adalah suattukgremerintahan,
yang hak-hak membentuk keputusan-keputusan pdldék dijalankan
secara langsung oleh selurah rakyat, tapi diwakikepada para wakilnya
dilembaga-lembaga politik, yang bertindak berdamark prosedur
mayoritas. Gagasan dan praktik demokrasi bersdtriwakilan ini tidak
pernah berlangsung di Negara kota, seperti di yurkamo, tapi
berkembang pesat di Negara-bangsa (nation-state) yekalanya jauh

lebih luas 8.

B. Unsur-unsur demokrasi
Unsur penting demokrasi yang perlu mendapat peratalam
pembangunan demokrasi adalah pemilihan umum daai paiitik,

1. Pemilihan umum, pemilu merupakan mekanisme demokteduk
memutuskan pergantian pemerintah dimana rakyat t daggenyalurkan
aspirasi politiknya secara langsung, umum, bebags, rdhasia. Pemilu
harus dilaksanakan secara teratur serta kompe#isg yterbuka dan
sederajat diantara partai-partai politik.

2. Partai politik,selain sebagai struktur kelembagaalitik yang anggotanya
bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudopdiltik, partai
politik adalah sebuah wadah bagi penampungan asp@aftyat, peran
tersebut merupakan impelementasi nilai-nilai derasikiyaitu keterlibatan

masyarakat untuk melakukan control terhadap penggbraannegara,

18|dris Thaha, loc.cit, him. 26.
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melalui partai politik itulah segala aspirasi rakyang beberaneka ragam

dapat disalurkan secara terafdr.

C. Dasar-Dasar Demokrasi
Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tatanan kehickgraegaraan,
pemerintahan, ekonomi, social, dan politik sangargéntung kepada
keberadaan dan peran yang dijalankan oleh unsur-ypenopang tegaknya
demokrasi itu sendiri, diantaranya menurut MahlD, Sebuah Negara
harus menganut beberapa system yaitu :

1. Adanya perlindungan konstitusional, Artinya selamenjamin hak-hak
individu, konstitusi harus pula menentukan carasedoral untuk
memperoleh atas hak-hak yang dijamin .

2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

3. Adanya pemilu yang bebas.

4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat.

5. Adanya kebebasan berserikat dan beroposisi.

6. Adanya pendidikan kewarganegara@h.

D. Konsep Nilai-nilai Demokrasi
Terlepas dari demokrasi model apapun dan dimodifidangan nilai
apapun, meminjam istilah Robert A. Dahl, demokiemius memiliki tujuh

kreteria. Pertama, kontrol atas keputusan pemerintah mengenai kednjak

197 Ubaidillah, loc.cit him. 53
Dbid, him. 49
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secara konstitusional diberikan pada para pejabag Wipilih. Kedug para
pejabat dipilih melalui pemilihan yang teliti damjyr dimana paksaan
dianggap sebagai sesuatu yang tidak umletiga, secara praksis semua
orang dewasa berhak untuk memilih dalam memililalpej Keempat secara
praksis semua orang dewasa mempunyai hak untuk atoeken diri pada
jabatan-jabatan di pemerintahan, walaupun batasaur wintuk menduduki
jabatan mungkin lebih ketat ketimbang hak pilihnydelima, rakyat
mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat tanpanamchukuman yang
berat. Keenam,rakyat mempuyai hak untuk mendapatkan sumber-sumbe
informasi alternatif Ketujuh, rakyat berhak untuk membentuk lembaga atau
organisasi independéh.

Dalam sejarah kemunculan dan perkembangan dempKrabiwa
sebagai gerakan politik yang menentang feodalisine @ominasi aristokrasi,
demokrasi menjunjung tinggi prinsip mayoritas yafigdalamnya tercakup
kompromi yang adif, yang tidak mengganggu kepentingan minoritas yang
paling fundamental. Demokrasi adal&majority rule, minority right”.?®
Suatu negara disebut demokratis sejauhmana negygebtit menjamin hak-
hak asasi manusia bagi kelompok minoritas sekalip8istem politik

demokrasi adalah sistem politik menolak diktatasare, feodalisme, dan

totalitarianisme. Dalam demokrasi, hubungan antsaguasa dan rakyat,

“Robert A. Dhal,Dilemma Of Pluralist DemocracylNew Heaven and London: Yale
University Prees. Diambil dari Aden Wijdan SZ, hli®7.

#sukron Kamil,Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Histodiskarta: Gaya
Media Pratama,2002, him. 21

Nurcholish Madjid, Demokrasi dan Demokratisasidalam Elza Peldi Taher (Ed.),
Demokratisasi Politik Ekonomi dan Budaya, Pengalanhadonesia Masa Orde Baruakarta:
Paramadina, 1994, him. 217.



24

termasuk didalamnya kaum minoritas, bukanlah huannrgkuasaan, tetapi
berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi HAM teuséb
Dari statemen di atas, dapat dikatakan bahwa prmsiyoritas dalam
demokrasi, pelaksanaannya, mesti diletakkan di ptassip-prinsip moral
yang menjunjung tinggi HAM sebagai kodrat yangedikan Tuhan yang tak
dapat dibatalkan dan didirikan di atas rasionalenghargaan dan penerapan
kebebasan, persamaan (untuk semua), dan partigjosisk, berdasarkan
paparan di atas, dalam demokrasi tidak dapat ditalatiga hal itu
hendaknya tidak berlaku bagi sebagian rakyat t&tg@pi keseluruhannya.
Berikut ini merupakan nilai-nilai demokrasi yangketnukakan oleh
Henry B. Mayo antara laift
1. Menyelesaikan masalah dengan damai dan melembatg mEngguna
paksaan sedikit mungkin. Demokrasi, dalam hal dalah satu-satunya
sistem yang mengakui sahnya ekspresi politis dariikaian-pertikaian
soal kepentingan dan pendapat, tetapi mengaturefgEsatannya secara
damai (kompromi) yang melembaga melalui perundingalitik, sebagai
alternatif dari penyelesaian berdasarkan kekeragan dekrit seperti
dalam sistem diktator.
2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalaatusmasyarakat
yang selalu berubah. Karena itu, proses teknolsgdan industrialisasi
dunia modern, berdasarkan nilai demokrasi, tidddemtrkan dilakukan

lewat “operasi darurat” atau cara-cara yang digeksadespotis dan

24 Sukron Kamil,op.cit,him. 21
®Henry. B. Mayo, “Nilai-nilai Demokrasi”, dalam Mam Budiardjo (Ed.),Masalah
KenegaraanJakarta: Gramedia, 1975, him. 159-196.
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dikerahkan dari pusat secara ketat karena ketibakaa, seperti yang
terjadi pada kebanyakan negara-negara berkembang.

3. Pergantian penguasa dengan teratur dan damai pewaitu yang jurdil
dan kompetitif.

4. Nilai keanekaragaman. Demokrasi dalam hal ini na¢lkteanekaragaman
bukan saja sebagai sesuatu yang ada dan sah,debggai sesuatu yang
baik sebagaimana kebebasan. Untuk itu diperlukasyanakat yang

5. terbuka yang berpandangan bahwa tidak ada satupuifa yang dapat
benar-benar ditarik sampai pada batas yang mubakam masyarakat
demikian, karena posisinya sama, kesempatan untakagsa dan
pengembangan bakat paling tidak kondisi yang mekiokgn diberikan.

6. Menegakkan keadilan sebagai inti moralitas polGikmokrasi merupakan
sistem terbaik untuk menegakkan keadilan. Hal mieka penindasan
kebebasan tidak diperkenankannya. Demokrasi mekaimekesempatan
kepada setiap kelompok untuk mengajukan wakilnyaaaa-cara damai
yang ditawarkannya dalam penyelesaian pertikaiaditikpoakan
melahirkan keadilan relatif. Partisipasi rakyatdsérmemperluas jumlah
orang yang akan diliputi keadilan dan karena komtakyat sebagai esensi
demokrasi kemudian akan ~mendatangkan pemerintahang y
bertanggungjawab.

Tetapi demokrasi lebih dari pada itu, demokrasi latdapaket
kenegaraan yang beradab, yang sesuai dengan otalamkesamaan hak

seluruh masyarakat. Disamping faham kesamaan dalauletan rakyat
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pengertian demokrasi dalam arti modern: negara tkosi®nal (negara
menjalankan kekuasaanya, terutama yang legisai§, dasar dan dalam batas
sebuah undang-undang dasar), pengakuan terhadapakaksasi manusia
(yang sering dimasukan dalam undang-undang dasagransi religius,
perlindungan terhadap hak-hak dasar, identitasisdan kultur ras minoritas-
minoritas, negara hukum (negara menjalankan keknasksekutif dalam
batas—batas hukum yang berlaku; kebebasan proskkatyii dari campur

tangan eksekutif), serta pembagian kekuaSan.

E. Demokras dalam Pandangan Islam

Di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin telahalamuncul
sistem kehidupan yang bernama demokrasi dan tetatomki oleh hampir
seluruh negeri-negeri Islam dan masyarakatnya.ds@banenerimanya secara
total tanpa reserve, sebagian mencoba mengkompaanyk dengan Syariat
Islam, dan sebagian kecil lagi menolaknya mentahtaie dan hanya
menginginkan Syariat Islam saja yang diterapkan agab sistem
kehidupannya.

Respon umat Islam terhadap demokrasi tidak lepascdea pandang
(episteme)umat Islam terhadap kedudukan Nabi Muhammad Sahland
aktivitas politik sebagai diperdebatkan para pemidiuslim sejak Islam

bersinggungan (dan merasa ketinggalan dari) deBgamat. Secara umum,

®Franz Magnis Suseno, dkkgama dan Demokrasiakarta: Perhimpunan Pengembangan
Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1992, him. 8
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cara pandang umat Islam terhadap Islam dan resperekm terhadap
demokrasi dapat dikelompokkan menjadi tida:

Pertama, sebagian pemikir Muslim berpendapat dan berkegakin
bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sawlahdagama yang
sempurna, lengkap, mengurus semua aspek kehidrfeh, sosial, ekonomi
dan politik. Bagi yang berpendapat demikian, Islamkanlah agama (sebagai
dipahami Barat) yang hanya mengatur hubungan mamndesingan Tuhan,
tetapi Islam adalah agama yang lengkap yang diaslanterhadap sistem
kenegaraan, orang Islam tidak perlu “meniru denmskmdan ketatanegaraan
Eropa. Rujukan pemikiran politik Islam adalah sist&kenegaraan yang
dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw. dan al-KhulafaRasyidun.
Diantara pemikir yang berpendapat demikian adalakaH al-Banna, Sayyid
Quthb, Rasyid Ridh#&

Demokrasi menurut kelompok ini adalah sesuatu yeargs ditolak,
karena merupakan sesuatu yamgpossible dan ancaman yang perlu
diwaspadai. Beberapa ahli dan ulama yang berpaadadgmikian antara
lain, Syaikh Fadhallah Nuri dan Thabathabai dam,rSayyid Quthb dan al-
Sya'rawi dari Mesir, serta Ali Benhadj dari AljazaMereka berpendapat
bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak lokeghokrasi, yang

karenanya Islam dan demokrasi tidak bisa dipadékan.

#"Jaih Mubarok,Figh Siyasah, StudiTentang ljtihad dan Fatwa Pbliti Indonesia,
Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, him. 50.

*% 1bid, him. 51.

2 Sukron Kamiljoc. cithim. 47.
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Bagi Syekh Fadhallah Nuri, satu kunci gagasan deasgk yaitu
persamaan semua warga negara, adiatgiossible dalam Islam. Perbedaan
luar biasa yang tidak mungkin dihindari pasti terjaMisalnya, antar yang
beriman dengan yang tidak beriman, kaya-miskin, fégih (ahli hukum
Islam) dengan pengikutnya. Selain itu ia juga makdggislasi oleh manusia.
Islam tidak memiliki kekurangan yang memerkulan ygenpurnaan. Dalam
Islam tidak ada seorang pun yang di izinkan memgaukum. Paham
konstitusional sebagai bagian dari demokrasi, karga, bertentangan dengan
Islam°

Menurut Ali Benhadj, seorang pemimpin muda FFsont Islamique
du salut)di Aljazair, demokrasi adalah sebuah konsep Yudeo-Kristen yang
harus di ganti dengan prinsip-prinsip kepemimpiyang inhern dalam Islam.
Bagi Benhadj yang cenderung dogmatis dan militgrdemokrasi tidak lebih
dari alat Barat semata. Demokrasi hanya baik jikdahirkan pemerintahan
yang pro Barat®

Sedangkan menurut Thabathabai, seorang mufasirfitkesuf Iran
terkenal, Islam dan demokrasi tidak bisa di rujukkarena prinsip
mayoritasnya. Setiap agama besar, dalam kelahiragl@u bertentangan,
bukan menyesuaikan dengan kehendak mayoritas. &aiten katanya,
salahlah menganggap tuntutan mayoritas selaludadilmengikat?Makhluk

manusia sering tidak menyukai apa yang adil danambeseperti yang

%0 John L. Esposito, Islam dan Politik, Jakarta: Buintang, 1990, him. 118.

31 John L. Esposito dan John. O Vdllemokrasi di Negara-Negara Muslim Problem dan
ProspekTerj. Rahman Astuti, datslam and DemocragyBandung: Mizan, 1999, him. 214.

%Hamid Enayat,Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah, Pemikiran Politiflam Modern
Menghaapi Abad 2@Bandung: Pustaka, 1988, him. 211.
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disebutkan dalam surat Al- mukminun ayat 70-71 yéegbunyi sebagai
berikut:

J=4= g BO0CHRY OQORNE= ¢407wl->060 $>00M0
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Artinya : Atau (apakah patut) mereka berkata: "Rgda(Muhammad) ada
penyakit gila." sebenarnya Dia telah membawa keata@nkepada
mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebertara
andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu merekasti
binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ad#aldmnya.
sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada m&sdanggaan
(Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kejgaan itu 3

Kedua, sebagian pemikir Muslim berpendapat bahwa tugabi Na
Muhammad Saw, hanyalah sebagai pembawa risalahakeay), yang
bertugas mengajak manusia agar berjalan di atasnkedn dan budi pekerti
yang luhur; meskipun demikian, mereka berkeyakinaahwa Islam
menghendaki terwujudnya keserasiaan antara kehididyoraiawi dan ukhrawi.
Mereka berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad Saw, bakaplemimpin
politik tetapi hanya sebagai pemimpin agama. Drantpemikir yang
berpendapat demikian adalah Ali Abd al-Razik daahEhHusen.

Ali Abd al-Raziq dalam bukunyal-lslam wa Ushul al-Hukum: Bahts
fi al-Khilafat wa al-Hukumatja menolak kedudukan Nabi Muhammad Saw,
sebagai kepala negara, Ali-Abdul al-Razig membueattapmyaan sebagai

berikut: apakah Nabi Muhammad Saw. ltu sebagai pantg kekuasaan

#Departemen Agama Republik Indones#,Qur'an dan TerjemahnyaJakarta: PT.Toha
Putra, him. 482.
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politik dan kepala pemerintahan yang sekaligus jagaarang rosul yang
membawa risalah keagamaan atau buRan.

Ali abd al-Raziq tidak menolak tesis yang menyatakahwa Nabi
Muhammmad Saw. Adalah pemimpin secara sosiologms atgama. Akan
tetapi yang ia tolak adalah tesis yang menyatakdiwh Nabi Muhammad
adalah kepala negara. Tesis ini ditolak karena laepsegara adalah
kepemimpinan duniawi yang disatukan oleh ikatanitigpl sedangkan
kepemimpinan Nabi Saw. Adalah ikatan agama yandifensi duniawi dan
ukhrawi. Ketika Nabi Saw. Bertindak duniawi melakokperang, damai,
memperlakukan tawanan, menumpas pemberontak adaldkan yang
merupakan media dakwah untuk menyukseskan misahisga, bukan karena
kedudukan sebagai pemimpin politi.

Kelompok kedua ini menyetujui adanya prinsip-pmnglemokrasi
dalam Islam tetapi di lain pihak mengakui adanyab@#aan di antara
keduanya, berangkat dari doktrin kedaulatan Tuhaland bentuksyari’ah
(hukum Tuhan) yang membatasi kedaulatan rakyaMaddudi sebagai salah
satu pelopornya menyatakan bahwa ada kemiripan saawgang hampir
sama, seperti konsep-konsep yang ada di Dalam kstixagaimana dijelaskan
sebagai berikut:

1. Keadilan yang diterangkan dalam surat Asy-Syura legd5,

#3aih MubarokOp. cit,him. 52.

*Ali ‘Abd. Al-Raziq dengan gagasannya yang menolakhwa Nabi saw. sebagai
pemimpin politik, akhirnya dikucilkan oleh dewanamia al-azhar dan tidak boleh memangku
jabatan apapun dalam pemerintahan. Lihat: Ali ‘AB#Raziq, “Kekhilafahan dan Dasar-Dasar
Kekuasaan”, dalam John J. Donohue dan John L. Eep(Ed.), Islam dan Pembaharuan:
Ensiklopedi Masalah-Masalallakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1994, him. 39.
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Artinya : Maka karena itu serulah (mereka kepadansg ini) dan
tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu daan&h
mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Akuirnten
kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku
diperintahkan supaya Berlaku adil diantara kamualAlah
Tuhan Kami dan Tuhan kamu. Bagi Kami amal-amal Kdam
bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkardaaran
Kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita depakia-
Nyalah kembali (kita)".3®

2. Persamaan dalam Al-qur’an surat Al-Hujarat ayat&e

s %N VOo - OCGwe e o O&a-008% 060
G+ HUAL S0 ORI @ IIOHY HATOOsSORERR
G PHHEURD A A JAE72800OxcHRA>R Y €0
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Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan méayadiamu
berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya karnmg sal
kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling amuli
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paliagiwa
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetadgii |
Maha Mengenal?’

3. Akuntabilitas pemerintahan diterangkan dalam Alrgn’ surat An-Nisa’

ayat 58.
L0 A2AGRORKEL GO AP OQ RO

FOEETRO N COCOOLT Do I B-OOXI+=D> &

% Departeman Agaméoc.cit, him. 695.
%" Ibid, him.745.
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Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyakapaamanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara manusia supayai k
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhn
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melifft. .

4. Musyawarah diterangkan dalam surat Asy Syura &8at 3

B0 € om0 Ra 3 OxOQAA Lo S €0
B ORE e A0 0 QLR &P 4O @
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Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (@) seruan
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan merek
(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dzekian
menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikepakia
mereka. *

5. Tujuan negara yang diterangkan dalam Al-qu’rantsfik&lajj ayat ke 4

€m el TO8 O€O#u0l NOVOmMHIN SENIAD
FOEERO 000N OI&L,SQe0 TRMwIHARO €O # Lo
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Artinya: Yang telah ditetapkan terhadap syaitan itahwa Barangsiapa
yang berkawan dengan Dia, tentu Dia akan menyesagka dan
membawanya ke azab neraki. .

6. Hak-hak oposisi diterangkan dalam surat Al- Ahzgdit &e 70

BURCOL -0 < OA Lo ¢ O&er@O8% O 43
CeZ0v8 BX-U7U2L0 Afade BXUS>0Wza I

& JE D OO, ORIR
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwddamu kepada Allah
dan katakanlah perkataan yang berfar, .

Bbid, him. 113
*bid, him. 699
“Ubid, him. 462.
“bid, him. 604
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Tetapi perbedaanya terletak pada kenyataan bahaa @alam sistem
Barat, suatu negara demokratis menikmati hak-halalatan mutlak, maka
dalam demokrasi Islam, kekhalifahan di tetapkarukiibatasi oleh batas-
batas yang telah di gariskan hukum ill&hi.

Rasyid Al-Ghanoushi dan Abdul Fattah Morou, kedukoh Gerakan
Kecenderungan IslanfMovement de Tendence Islamique/ MTiereka
mengkombinasikan ajaran Islam dengan demokrasi.i Ba@gnaoshi,
demokrasi , kedaulatan rakyat, dan peran negaegéha bukan berasal dari
Tuhan melainkan dari rakyat . . . negara harus yaaiakepentingan kaum
Muslim”), pemilihan umum, multi partai, dan undamgedang adalah bagian
pemikiran baru Islam yang akar dan legitimasinya diéipatkan dari
interprestasi atau reinterpretasi yang segar dambser-sumber Islam.
Sedangkan bagi Morou, “hukum berasal dari Tuhaapidtedaulatan adalah
dari rakyat”. la membedakan antara prinsip-pringipum Al-Quran yang
mampu bertahan dan legislasi manusia dalam bagagasip-prinsip tersebut
yang menjadi tanggung jawab rak§at.

Ketiga kelompok yang mencoba mencari jalan tengah (ss)tasitara
dua kubu pemikiran sebelumnya. Mereka menolak pEatdpertama yang
mengatakan bahwa Islam adalah agama yang lengkap tgéah mengatur
segala hal. Juga mereka menolak pendapat yang keelngenai peran Nabi

Muhammad SAW, yang hanya memiliki tugas risalamgéatugas politik).

42 Sukron KamilJoc. cit, him. 49.
3 bid.
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Menurut Muh. Zuhri, diantara pemikir Muslim yang devat ini adalah
Muhammad Husin Haikal dan Fazlur Rahman. Muslim gyanemiliki
pandangan sintesis mengenai agama, memiliki sikepmadatif-kritis
terhadap demokrasi yang berasal dari dan dipraitellkBarat*

Menurut Huwaydi, salah satu tokoh yang melakukariesa yang
viable antra Islam dan demokrasi yang yaris sempurnai Be&g esensi
demokrasi adalah pemilu yang jujur, adil, dan kottifeserta akuntabilitas
penguasa karena jika tidak akan diturunkan dariat@ibya, dengan
kelembagaan seperti penerapan metode mayoritas, parhi, penghormatan
hak-hak minoritas, kebebasan oposisi dan prespératensi kehakiman, dan
lain-lain. Beberapa alasan yang dikemukakanny#yai

Pertama beberapa Hadits menunjukkan bahwa Islam mengkenda
pemerintahan yang disetujui rakyatriyeDalam Hadits Riwayat Ibnu Majah
disebutkan:

AN sl S g ade Al e Al Jsmy o see 0 dilae oo
Sl S Jayse oS Al aa glad a3 (e : Bha agie Al JiiyY
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Artinya : Dari Abdulloh bin Amr, bahwa Rosululladaw pernah berkata, “
Ada tiga golongan yang allah tidak bakal meneritmaas mereka,
yaitu: orang yang mengimami suatu kaum, sedangleamkitu
tidak menyukainya, orang yang mendatangi shalatgaten

* Lihat: Jaih Mubarokoc.cit, him. 56.
“*Fahmi Huwaidi, Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madaifierj. M. Abd. Ghofar
dalamAl-Islam wa Al-DimugratiyahBandung: Mizan, 1996, him. 193-198.
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terlambat yaitu, ia mendatangi shalat sesudah hedtksunya dan
orang yang memperhamba budak yang sudah dimsemtékak

Kedua penolakan Islam terhadap kediktatoran. Banyak Aly®ur’an
yang menunjukkan hal itu. Diantaranya dalam QSBadrarah: 258 yaitu:

O/ 6m OYLALAa - OGOEERNO 40+ A2
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Artinya : Apakah kamu tidak memperhatikan oranggyanendebat Ibrahim
tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah menkKagrikepada
orang itu pemerintahan (kekuasaan). ketika lbramengatakan:
"Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikanghgritu
berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikabtahim
berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahan timur,
Maka terbitkanlah Dia dari barat," lalu terdiamlatang kafir itu;

97an Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-ongmg zalim.

Ketiga dalam Islam, pemilu merupakan kesaksian rakyatida bagi
kelayakan seorang kandidat dan mereka tentu sgjarts yang diperintahkan
al-Qur'an, mesti tidak menyembunyikan persaksianmgasti bersikap adil
dan jujur serta tidak menjadi saksi-saksi palska Jidak, mereka akan
diperintah oleh seorang yang tidak memiliki kompste Dan, jika pemilu

sebagai lembaga kontrol rakyat terhadap penguas@and kelembagaan itu

*lmam Muhamad Asy Syaukaniailul Autar Syarh Muntaga Al-Akhbar min Ahadits
Sayyid Al-AkhyarTrj. Hadi Mulyo, Katur Suhardi, “Terjemah Nailul gar “, Semarang : Asy
Syifa, 1994, him. 408.

“'Departemen Agamdoc.cithlm. 53
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berfungsi sebagai mekanisme untuk menurunkan psagung tidak kredibel
dan tidak bertanggungjawab.

Keempat demokrasi merupakan sebuah upaya mengembaligemsi
kekhilafahan Khulafa'urrasyidin yang memberikan hedbebasan kepada
rakyat yang hilang ketika beralihnya sistem kekaasklam kepada sistem
kerajaan di tangan Mu’awiyah, pendiri Umayyah, séisuyang pertama
menimpa kaum muslimin dalam sejarah.

Kelima, negara Islam adalah negara keadilan dan persamaansia
di depan hukum. Ada banyak cerita yang memperldratial itu.

Keenam seperti dirumuskan oleh teoritis-teoritis poligkam. Semisal
al-Mawardi,imamah (kepemimpinan politik) adalah kontrak sosial yaiily
yang karenanya, kata Ibn Hazm, jika seorang pemgtidak mau nemerima

teguran boleh diturunkan dari kekuasaannya damtligangan yang lain*®

. Demokrasi Menurut Pandangan Intelektul Islam Indonesia

Para pemikir dan intelektual muslim Indonesia natlilllemokrasi
sebagai sesuatu sistem yang harus dijalankan diaddmadupan sosial dan
politik. Muhammad Natsir misalnya mendukung demskscara sebagaian.
Menurutnya Islam adalah sistem demokratis, dalanggian Islam menolak
nepotisme, absolutisme dan otoritarianisme.

Namun bukan berarti bahwa semua hal dalam pemileaintasiam

diputuskan melalui Majlis Syura. Keputusan demagrdiimplementasikan

“8Fahmi HuwaidiOp.cit, him. 201.
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hanya pada masalah-masalah yang tidak disebutkaarasspesifik dalam
syariah, sehingga tidak ada keputusan demokraisslmya pada larangan judi
dan zina menurut Natsir, Islam tidak harus 100 %haeasi dan tidak harus
100 % otokrasi. Islam adalah sintesis antara demsokdan otokrasi.
Meskipun Natsir dikenal sebagai seorang demokrgitisdan pendukung
demokrasi, dia tetap mendukung kedaulatan Tuhamyar Natsir menerima
prinsip-prinsip demokrasi secara sebagian. la manty prinsip-prinsip
demokrasi, selagi tidak bertentangan dengan hukuima*°

Ismail Suny adalah salah satu dari mereka yang ukemd ide
kedaulatan Tuhan. Menurutnya, kedaulatan yang hakikada pada Tuhan,
sementara otoritas rakyat adalah kepercayaan sing kiarus berada dalam
batas-batas kehendak Tuhan. Sejalan dengan SungpeAbef, juga
memperkenalkan ide kedaulatan Tuhan, dan kedaulas&yat hanya
berfungsi sebagai implementasi, dari kedaulatarafmuh

Namun demikian Abdoerraoef tidak sependapat deigyary bahwa
kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulategara dapat
dikumpulkan bersama-sama dan mempuyai status s&xaa.juga tidak
sepakat bahwa kekuasaan di pegang oleh Tuhan, bebafi menjadi sulit
ketika dua negara Islam yang berlandaskan teokadisig bertentangan, maka
tidak mungkin memutuskan mana yang harus didukkagena keduanya
berasal dari Tuhan. Berdasrkan hal ini, ia mendgkib@hwa sistem politik

Islam adalah sistem yang sekarang disebut demokyasig mencakup

““Muhammad Natsir, Islam dan Demokrasi, daldencari Demokrasi, Gagasan dan
Pemikiran,Kholid O. Santosa(Ed) Bandung: Sega Arsy, Ce2099, him. 120-121.
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pemerintahan itu sendiri, partisipasi politik angmya, kebebasan spiritual,
dan persamaan di muka hukdh.

Z. A. Ahmad berpendapat lebih progresif ketimbargish. Ketika
Natsir mengajukan kedaulatan Tuhan, maka Ahmad mmeaekedaulatan
rakyat. Di negara Islam, rakyat mempuyai dua ha& bntuk menyusun
undang-undang dan hak untuk memilih kepala negara.

Pemikiran ini di dasarkan pada ayat al-Quran (Q.3:359) yang
berbunyi:

B CQWw *Fad HIQYHE EHORNOFOE0 & HONWE+w

KNMNORNEHXIN o ®>¢c &2 Jdrve@d B I Voo

A& w 0RO IS BXLOYX AL e SHoH QMW@ I

IO, HNCPIOReF OO0 FHLELEOR C-fRaa 0 B

B BOIce@ad ONx AEDAIOZ O XA@O0 J2€00=

* Forde QR=OR P A OG0 6 GEEODOR 2 QR+

OHYN. ¢76 A Forde O RO

EIRNY S ¢ NFQ er<dO¢I<EONwa 3

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah karBerlaku lemah

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikapskéagi

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri skeikelilingmu.

karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampgnrbareka,

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusakerwudian

apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertkaltzh

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai oranggrgang
bertawakkal kepada-Nya.

Sedangkan Jalaludin Rahmat memandang demokrasgaseistilah
yang mempuyai pengertian yang berbeda-beda, diadlukeng demokrasi
sebagai konsep bagi sistem politik dan hak asasiusia, yakni hak
kebebasan berbicara, hak mengontrol kekuasaamhalapersamaan dimuka

hukum. Namun begitu, sistem politik Islam tidak aiagibandingkan dengan

0 Aden Widjan Sz, dkkPemikiran dan Peradaban Islanvogyakarta: Safaria, Insania
Press, 2007, him.200.
®17. A. Ahmad,Republik Islam Demokratieli: Pustaka Maju, 1951, him. 36
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sistem demokrasi dalam pengertian berikaiitama,demokrasi adalah sistim
politik sekuler, yang kedudukannya berada di tangégat, sedangkan dalam
Islam, kedaulatan berada di tangan Tul&edua,dalam praktik suara rakyat
dapat dimanipulasi. Islam adalah sistem yang uyéig mengembangkan
prinsip-prinsip syura dan hak asasi mandsia.

Sebagian besar intelektual muslim Indonesia tidakempuyai
persoalan dengan gagasan kedaulatan Tuhan, tetage kedaulatan rakyat
tidak pernah di artikan untuk menolak kedaulatarnahu Secara historis
kedaulatan rakyat untuk menolak kedaulatan monayking ketika itu
mempuyai kekuasaan absolut. Ahmad Syafii Maariihgk#itik pendapat-
pendapat Maududi tentang kedaulatan Tuhan yang meguorgkan. Menurut
Maarif, ide tentang kedaulatan Tuhan sangat mengtikan. Artinya, jika
Tuhan kepala negara bagi umat Islam, maka apa wkag terjadi jika
negaranya runtuh dan jatuh ditangan kekuasaan ,asiaga yang akan
bertanggung jawab’.

Sementara itu Nurcholish Madjid menyadari bahwaismillai Islam
dan nilai-nilai demokrasi adalah bertentangan,ptetita melihat kesesuaian
antara Islam dan demokrasi. Madjid juga mendasap@mdapatnya pada
praktik-praktik al-Khulafa al-Rasyidin Mengutip Robert Bellah, dia
mengatakan bahwa selama periodeal-Khulafa al-Rasyiddn, Islam

menampilkan suatu bentuk pemerintahan yang yangmodalam arti bahwa

*2 Jalaludin Rahamat, “Islam dan Demokrasi”, dalamgMs-Suseno dkkAgama dan
DemokrasiJakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dganslieat, 1992, him. 40.

3 Ahmad Syafii Maarif,lslam Politik dan Demokrasi di Indonesidalam Aspirasi Umat
Islam IndonesiaJakarta: Leppenas, 1983, him. 54.
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ada partisipasi politik yang universal, dan sisteskrutmen kepemimpinan
didasarkan pada bakat dan kecakapan pribadi, tidiglasarkan pada
keistimewaan yang diperoleh melalui hubungan keglwaHal ini dianggap

sebagai gagasan yang sangat modern untuk sagaitg,kegagalannya dapat
dijelaskan dengan penggantian sistem monarki Untelfya

Sementara Abdurrahman Wahid, adalah satu-satuny@ektual
muslim yang menerima dan mendukung demokrasi sedpenuhnya
mengakui kedaulatan rakyat dalam kontek kehidugahamgsa. Menurutnya
kehendak rakyat harus dikontrol oleh konstitusi anag Sementara Islam
(syariah) harus difungsikan sebagai faktor komplaere terhadap
komponen-komponen lain dalam kehidupan berbangspleientasi Islam
adalah urusan pribadi, yag dapat secara optimélrugsi sebagai etika sosial
dan kekuatan moraf.

Dari paparan diatas, maka dapat ditegaskan baheeaassubtansial,
para intelektual muslim di Indonesia, tidak mempesatahkan antara Islam
dan demokrasi, tampaknya menerima unsur-unsur dasipkhannya saja
porsi dukungannya yang berbeda-beda. Ada yang rkendudemokrasi
tanpa syarat, dan ada yang dengan syarat, yadk bdrtentangan denagn
kehendak Tuhan. Problem utama dalam membandingkamolkdasi Islam
dengan demokrasi liberal, adalah bahwa kehendakyatrakdapat

diimplementasikan sepenuhnya, sementara dalam dasidklam, kehendak

** Nurcholis Madjid,Iman dan Tatanilai Rabbaniyah dalaisiam Doktrin dan Peradaban,
Jakarta: Paramadina, 2008, him. 13.

® Aden Widjan Sz, dkkPemikiran dan Peradaban Islanvogyakarta: Safaria, Insania
Press, 2007, him.203.
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rakyat hanya dapat diimplementasikan selama tidakebtangan dengan
printah-printah Tuhan

Secara teologis, penerimaan para intelektual musterhadap
demokrasi di dasarkan pada ajaran-ajaran Al-Qui&mnpraktik historis masa
Nabi danKhulafa Al- RasyidunSeperti intelektual lain yang mendukung
demokrasi, mereka juga mendasarkan pendapatnya Ada@ar'an (3:159)
“dan musyawarahkan dengan mereka dalam persoalardain Al-Quran

(42:38), “yang memutuskan perkara mereka dengayamasah®®

. Syarat Menjadi | mam Shalat

Imam shalat mempunyai tanggung jawab yang besaradialah
jaminan dalam shalat dan ia akan mendapatkan bakgdaikan jika
melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Mekbatamaan menjadi
Imam itu sangat besar, ketika pada masa Rosuldieh Khulafauurrusidin
tugas imam di pegang sendiri oleh beliau dan khukéndiri. Mereka juga
memilih orang yang terbaik untuk melakukannya. Baldadist riwayat At-
Turmidzi juga disebutkan siapakah yang berhak umtekjadi imam shalat,

yang berbunyi sebagai berikut,

Was e ) 2 gana Whas 5 dll) des y (flac Y 4y glaa sallas alia Was
ol o gl elay or delesd e GV e sl il 4 slas
L agaleld o g el jall 81 S )8 ) QUST an 5 80 a il 2 alu g 4ile
o) s 3 yagdl (8 1 9IS (3 jan agedlle o pu daud) 3 ) lS 8 4nul

*® Ibid.
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VI Ay ke S5 e Galad g adllale 8 da )l s YV Lis aa il

Artinya : Orang yang menjadi imam suatu kaum ddaleang yang paling
baik menguasai bacaan kitabulla diantara merelen jika
diantara mereka mempunyai kualitas yang sama ddlacaan
kitab maka di utamakan menguasai sunnah. jika ddlamini
mereka sama kualitasnya, maka dantara mereka ghitgdahulu
hijrahnya, jika mereka dalam hal ini mereka samagkan
diutamakan yang lebih dahulu masuk Islamnya. Dasem@ang
tidak dibenarkan menjadi imam di wilayah kekuas&an, dan
tidak boleh duduk dirumahnya untuk menjadi tanggumya
kecuali atas izin. ( Hadits Riwayat At Tirmidzi)

Hadits tersebut menerangkan beberapa hal sebageat ssiapakah
yang berhak untuk menjadi imam dalam shalat, yaagarketerangan nya
akan dibahas lebih lanjut, diantaranya sebagéiuder

Yang paling berhak menjadi imam adalah orang yammngatahui
kitab Allah, yaitu orang yang lebih banyak hafat@uir'an dari pada yang
lain. ia sanggup membaca dengan bacaan yang sdiagpts, karena
berdasarkan kesepakatan ulama menjadi imam yaogabaya salah dapat
merubah arti atau makna ayat yang di baca yang rhakamnya adalah
haram.

Menurut pendapat Al-Ahnaf bin Qais, lbnu Sirin, Warf Ats-Tsauri
dan imam Abu Hanifah dalam menentukan imam shéktika ada orang
yang lebih hafal Al-Qur,an dan mengetahui fikin mdkbih di dahulukan

untuk menjadi imam shalat dari pada orang yang etahgi fikih saja,

seandainya orang yang hafal Al-Qur,an tersebuk trdangetahui ilmu fikih

5" Imam Hafid Abi Isa Muhammad bin Isa bin Suroh Atdfidzi, Sunan At-TirmidzAl-
Jami’ Al- Shohih Toha Putra: Semarang. juz 1, him. 149
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tidak boleh menjadi imam, yang berhak menjadi inzatalah orang yang ahli
fikih tersebut.

Sedangkan menurut imam Syafi'i dan Imam Malik oraagg ahli
fikih itu lebih didahulukan dari pada yang lebih mgetahui Al-Qura’an
alasannya karena dalam masalah shalat itu yangatsatigutuhkan ialah
kemampuan untuk menjaga hal-hal yang benar, dam ymiing punya
kapasitas itu adalah orang yang ahli figih.

Kata Imam Asy-Syafi'i pada zaman nabi orang yangyaapaham Al-
Qur’an pasti sangat paham tentang fikih, merek&aerendalami ilmu fikih
terlebih dahulu sebelum mereka mendalami Al-Quralatapi menurut An-
Nawawi, Sabda Nabgpabila pengetahuan mereka tentang kitab Allah sama
maka yang berhak mengimami ialah yang lebih meihgeétaAs-sunah,
maksudnya dari orang yang paling dalam pengetalyaatemhadap as-Sunah
adalah orang yang paling paham terhadap hukum-huksiamm, ia
didahulukan karena kebutuhan orang shalat terh&dgom-hukum islam
lebib banyak dari pada kebutuhannya terhadap kemampnembaca Al-
Quran. Hal ini di sebabkan karena karena ada yaajitp @i baca dalam shalat
hanya terbatas, sedangkan hal-hal yang terjadildimthya tidaklah demikian.

Yang dimaksud dengahijrah dalam hadist tersebut adalalfjrah
yang terus berlangsung sampai hari kiyamat kelaiky fiijrah dari negri kafir
ke negeri islamhijrah dari negri kefasikan kenegri yang bersih dari &idan

dan kemaksiatan
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Kalimat “apabila mereka sama dalam berhijrah maka yang berha
menjadi Imam adalah yang lebih tua umurnylf karena dalam islam umur
yang tua mempunyai keutamaan tersendiri. Disamjtingdalam umur tua
seseorang lebih dekat kepada kekhusyuan sertadidaibulkan do’anya®

Yang dimaksud dengamilayah kekuasaadalam arti yang luas adalah
kekuasaan pemerintahan, dan dalam arti yang seal@it tuan rumahnya,
jadi dirumahnya tuan rumahlah yang berhak menjadim shalat dari pada
orang lain.

Terdapat pertimbangan-pertimbangan yang membuakosesy
didahulukan dalam menjadi imam, walaupaun ada s@sgo/ang lebih baik
darinya. Pertimbangan pertimbangan tersebut adelatgai berikut,

Pertama jika ia adalah imam masjid yang resmi yang lagadnjadi
imam. Dalam hal ini tidak seorang pun yang bolemengpati posisinya
sebagai imam walaupun lebih baik darinya, kecildiada izin darinya.

Kedua jika ia adalah tuan rumah yang layak menjadi imadak ada
seorangpun yang berhak menggantikannya sebagai ikezonali ada izin
darinya.

Ketiga penguasa, yaitpemimpintertinggi atau wakilnya jika layak
menjadi imam. tidak ada seorang pun yang boleh arebg posisinya kecuali
dengan izinnya.

Sedangkan menurut Al-Khathabi, bahwa pemilik rurteddih berhak

untuk menjadi imam di rumahnya, jika ia memilikinkempuan membaca Al-

%8 Syech Hasan AyyubFighul Ibadah bi Adilatiha fil Islam Terj, Abdul Rosyad Syiddig,
Fikih Ibadah, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2004, BI74.
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Quran atau memiliki pengetahuan yang baik yang nmgkinkan untuk
memimpin shalat. Apabila seseorang telah ditunghdagai imam masijid, oleh
penguasa dan wakilnya, atau juga telah disepaletii mara jama’ah masijid,
maka orang tersebut lebih berhak menjadi imamatang lain karena dalam
islam menjadi imam dalam shalat merupakan kekuaddamsus bagi
seseorang. Disamping itu, dengan menempati posidieyarti berprasangka
buruk terhadapnya dan bagaikan menggusurnya.

Dari penjelasan diatas tampak jelas kemuliaan @ateknaan menjadi
imam dalam shalat, serta kedudukannya dalam Igk@pemimpinan dalam
shalat merupakan kepemimpinan dalam dalam aganaaasemum. Terlebih
jika imam memberikan nasihat, pengajaran, dakirahterhadap orang-orang
yang hadir dalam shalat berjamaah, denagan demildaiermasuk penyeru
(da’i), imam dalam shalat merupakan tauladan yaiilgitd Dan, menjadi
imam merupakan kedudukan yang terhormat, karengatbemenjadi imam
berarti ia mendapatkan kebaikan lebih awal dalandpeng dalam ketaatan
serta selalu konsisten untuk berjamaah. sehinggajidnbisa menjadi hidup

dengan banyaknya ketaatan yang dilakukan di dajenth

%9 Abdul Hayyi Al-Kattani,Al-Mulakhasul Fikhj Terj, Saleh Al-Fauzan, Fikih Sehari-hari,
Jakarta : Gema Insani, Cet.1, 2005, him. S166.



